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PENERTIBAN TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN
GUNUNG MAS

DE,NGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS

bahwa dalam rangka penyediaan tanah untuk kepentingan Pembangunan

dan fasilitas umum di Kabupaten Gunung Mas perlu dilakukan penertiban

tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas.

bahwa Penertiban tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu

diatur dalam Peraturan Bupati Gunung Mas.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960

Nomor : 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2043);

Undang-undang Nomor 4 Tahu:r 1996 tentang, Hak 'fanggungan atas

tanah bescrta benda-bcnda,vang berkaitan clengan tanah (Lcmbaran Negara

t?-epublik Indonesia T'ahun i996 Nomor 42, tambahan lembaran Negara
Ftepublik Indonesia Nomor 3632,);

{,lndang-undang Nomor 5 T'ahun 2002 tentarlg Pembentukan Kabupaten

Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
Lamanclau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulturg Pisau, Kabupaten

Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kaliurantan
-l'engah:

I jndang-Lindarrg Nomor l2 lahun 200.1 tcnrang Pcmcrinlahan Dacrah
(i-enrbaran biegara Rcpublik Incloncsia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan
icrrrbaran i'{egara Repulrlik Inclonosia Nomor 44'37}; sebagaimana telah

diubah tcrakliir clengan Unciang-undang Nomor 12 'I'ahun 200ti iei'rtang

pcrubahan kedua ata-s Undang-unda,rrg nomor 32 Taliiur 2t)04 tcntang
Pcirreriniahan Daeralr ii,eniiraran Ncgara l{cpublik Indoncsia -fahun 2008.

tamtrahan lt'tnhatan Negara Republik Inclonesia Nomor 59, tambahan

lenr baran 1!i e ga,ra Repul-.l i k Indonesi ;r Nonr or,l8 44:) ;

Undang-undang lriornor I 0'l'ahun 2004 lentarrgl ])crull'x,iliuli*n ller+tru'atr

Peruri elan p1-und an gan;

Menimbang '. a.

Mengingat : 1.

b.

.)
/-.

3.

A

(

' 'l



6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha,

Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3643);

7. Perturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang, Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pcmcrintah Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2010 tentang,

Pen ertiban dan Pendayagunaan T'anah'Ierl an tar;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 l'ahun 2006 tentang

perubahan atas Peraturan Presidon Nomor 36 T'ahun 2005 tentang,

Pengadaan l'analr Bagi Pelaksaan Pcmbangunan Llntuk Kepentingan

Umum.

MT]MUTLTSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GUNTING MAS TENTANG PENERTItsAN TANA-II
NIILIK PEMERINTAI.I KAI}UPTEN GUNUNG MAS.

BAB I
KETEI\TUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati Gunung Mas ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas

2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur
penyelenggara Pemerintah I)aerah.

3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.

4. Dinas Adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten
Gunung Mas.

5. Kepala f)inas Adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Gunung Mas.

6. Penertiban adalal, Serangkaian proses tindakan yang dilakukan oleh
panitia guna menertiban tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten
Gunung Mas.

7. Tali Asih adalah salah satu bentuk perhatian atau bantuan Pemerintah
Daerah kepada warganya yang mendiami tanah Pcmcrintah Daerah untuk
dikosongkan.

BAts II

OBYEK PENERTIBAN

Pasal2

Obyek Penertiban'fanair Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas
adalah semua tanah yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas pada
saat pemhentukan Kabr-rpaten Gunung Mas baik tanah kosong maupun yang
ada bangunan diatzrsnya yang dikuasni oleh Pemerintah baik secara langsung
maupun tidak langsung dan sudah berstatus maupun yang belum ber:slatus.

Fasal 3

Tidak tennasuk oh"vek penertil)an tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
adalah :



(1).

(2).

Tanah yang dikuasai oleh perseorangan atau kelompok yang telah mempunyai
hak milik, hak guna bangunan dan hak pakai namun diatasnya terdapat
bangunan Pemerintah.

BAB III

IDENTIFIKASI DAN PENELITIAN

Pasal4

(1). Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Gunung Mas
menyiapkan data tanah milik Pemerintah yang ada di wilayah Kabupaten
Gunung Mas.

(2). Data Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksaan
Identifikasi dan Penelitian.

Pasal5

Identifikasi dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalarn pasal 4 ayat" (2)
dilaksanakan oleh Panitia.

Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud- padaayat (l) terdiri
dari unsur Pemcrintah Daerah dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
Gunung Mas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunung Mas.

Pasal6

(1). Identifikasi dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1)
dilaksanakan tcrhitung mulai tanggal ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

(2). Identifikasi tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas
meliputi:

a. Letak.luas dan status kepemilikan

b. Bangunan dan tanam tumbuh yang ada diatas

c. Nama dan alamat orang yang menempati rumah dan atau tanah
dimaksud.

d. Dasar menempati dan atau menguasai tanah dimaksud.

BAB IV

PENGOSONGAN

Pasal T

(1). Apabila berdasarkan hasil identifikasi dan Penelitian sebagaimana
climaksud pada pasal 6 ayat (2) ternyata ada orang- perseorangan atau
kelompok yang menempati dan atau menguasai tanah dimaksud maka
Panitia mentberitahukarr dan sekaligus memberikan peringatan ter-tulis
kepada yang menempati tanah tersebut.

(2). Menetapkan waktu pengosongan tanah dimaksud.

(3). Pemindahan dan pcngosongan tanah milik Pemerintah daerah Kabupaten
Gunung Mas diberikan bantuan berupa'l'ali Asih.

(4). Besaran bantuafi ditctapkan dengan Keputusan l3upati [runung Mas.



Pasal S

Bagi PNS yang masih aktif dengan menempati Fasilitas perumahan dinas
pada lokasi yang dikosongkan, dan yang ditempatkan pada perumahan dinas
Pemerintah Daerah, maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan tali
asih.

Pasal9

Perumahan dinas pada lokasi tersebut apabila sudah tidak ditempati sebelum
ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten maka kepada yang
hersangkutan tidak diberikan tali asih.

BAB V

KETENTUAN PENUTT]P

Pasal 10

Peraturan Bupati Gunung Mas ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya" memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten
Gunung Mas.

Kuala Kurun

14 0o rr-rc,b* JDia

IT BINTTH

Di Undangkan : Di Kuala Kurun
PadaTanggal : 14 D esenfio, ?ot'

Sekretaris Daerah
Kabupaten Gunung Mas,

Ir. KAMIAR
Pembina Utama Muda

NrP. 19571021 198903 1 007

Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2010 Nomor: lg3
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